PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
KECAMATAN KATINGAN HULU

Jalan A.Yani Nomor: Rt 7 Kode Pos 74457
TUMBANG SANAMANG

KEPUTUSAN CAMAT KATINGAN HULU
KABUPATEN KATINGAN
Nomor : 16 Tahun 2019

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN KATINGAN HULU
KABUPATEN KATINGAN

CAMAT KATINGAN HULU
KABUPATEN KATINGAN

Menimbang : @a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, ketentuan undang-undang Nomor 61 Tahun
2010 pasal 12 ayat 1 “Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai
PPID dilingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat
dan di Daerah merupakan pejabat yang membidangi Informasi
Publik”;
b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Camat Katingan Hulu
Kabupaten Katingan;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lebaran Negara 4843);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lebaran Negara 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Standar
Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Repulik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lebaran Negara 5038);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Repulik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

S. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah




10.

Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan
Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Nomor 35);

. Peraturan Bupati Katingan Nomor 98 Tahun 2016 tentang

Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kecamatan Katingan Hulu Kabupaten Katingan;

Surat Keputusan Bupati Nomor 383 Tahun 2018 tentang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Kantor Kecamatan
Katingan Hulu sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan
ini;

KEDUA Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana
dimaksud dalam dictum ke Satu terdiri atas informasi yang wajib
diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan
serta merta dan informasi yang wajib disediakan setiap saat;

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan :
Yth. 1. Bupati Katingan di Kasongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.
3. Diskominfopersantik Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Inpektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab;
6. Arsip.
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